BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.SB-04/01/2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

TAHUN 2023

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik yang bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan di Bawaslu
Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Daftar Informasi Publik
Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898 );

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023

Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

c¢. Informasi yang waijib disediakan tersedia setiap saat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

3. Pertinggal




DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JL. RAYA NEGARA KM 6 TANJUNG PATI, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Unit Yang Meng i Penanggung Jawab Eﬁﬂw”.h”: Bentuk Informasi
Ringkasan Isi Informasi Pembuatan atau Penerbit yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan
Informasi Tl Pembuatan
Informasi  [Softcopy|Hardcopy

I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu
Alamat Lengkap Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Visl dan Misi Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Tugas dan Fungsi Bawaslu Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v Sesuai dengan Retensi Arsip
Sejarah Bawaslu Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v Sesuai dengan Retensi Arsip
Struktur Organisasi Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Profil Singkat Pimpinan Bawaslu Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v Sesuai dengan Retensi Arsip
LHKPN yang telah diverifikasi dan diumumkan - . -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2022 v Sesuai dengan Retensi Arsip

I1. Informasi Program dan Kinerja Bawaslu
Laporan Kinerja Tahunan Bawaslu 2018-2021 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Rencana Strategis 2018-2021 Divisi SDOM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v v Sesual dengan Retensi Arsip
Rencana Kerja dan Anggaran 2018-2021 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2018 v v Sesuai dengan Retensi Arsip




IIL. Informasi Mengenai Keuangan

Laporan Keuangan Bawaslu yang telah di Audit Bawaslu Provinsi Sumbar Bawaslu Provinsi Sumbar 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumbar Bawaslu Provinsi Sumbar 2022 v Sesual dengan Retensi Arsip
Rencana Kerja dan Anggaran 2018-2022 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian
Informasi Kepegawaian 2018-2023 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Laporan Barang Milik Negara 2018-2023 Divisl SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Daftar Barang Milik Negara 2018-2023 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Perekrutan Pengawas Pemilu 2018-2023 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Pengumuman Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik
Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Divisi PHL Divisi PHL 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Daftar Informasi Publik Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
V1. Informasi hasil Penelitian
Indeks Kerawanan Pemilu Divisi PHL Divisi PHL 2022 v v Sesual dengan Retensi Arsip
Buku Jejak Pengawasan Divisi PHL Divisi PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Buku Kilas Pengawasan Divisi PHL Divisi PHL 2021 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

VIL Informasi Mengenai Peraturan Keputusan dan/atau Kebijakan




Nota Kesepahaman Antara Bawaslu dengan

e Kabunaten Lima Puiuh Kota Divis PHL Divis PHL 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Lima

2 |Puluh Kota dengan Politeknik Pertanian Negeri Divis PHL Divis PHL 2021 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Payakumbuh

3 [SK PPID Tahun 2023 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip

4 |SK PPID Tahun 2022 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2022 v v Sesual dengan Retensi Arsip

5 |SK PPID Tahun 2021 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2021 v v Sesual dengan Retensi Arsip

6 |Rencana Strategis Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2021 v v Sesuai dengan Retensi Arsip

7 |SK PPID Tahun 2020 Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh " iz : >

8 (kota dencen ag Lima Puluh Kota Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh = - :

9 Kota dengan TP PKK Lima Puluh Kota Divis PHL Divis PHL 2020 ' v Sesual dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh _ ] )

10 Kota dengan GOW Lima Puluh Kota Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh " oz

5N Mot dengan Dharma Wanita Lima Puluh Kota Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh A ) A

12 [ ot dengan BPDI Kabupaten Lima Puluh Kot Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Lima Puluh ) cio

13 Kota dengan Pemuda Surau Lima Puluh Kota Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesuai dengan Retensi Arsip

14 |Rekomendasi Bawaslu Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesual dengan Retensi Arsip

15 |Surat Himbauan Divisi SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2023 v v Sesuai dengan Retensi Arsip

16 |Indeks Kerawanan Pemilu Divis PHL Divis PHL 2021 v v Sesuai dengan Retensi Arsip

17 |Buku Jejak Pengawasan Divis PHL Divis PHL 2020 v v Sesual dengan Retensi Arsip




Buku Kilas Pengawasan Divis PHL Divis PHL 2021 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Laporan Hasil Pengawasan 2019-2022 Divis PHL Divis PHL 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Laporan Penanganan Pelanggaran 2019-2022 Divisi HPPS Divisi HPPS 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Laporan Penyelesaian Sengketa 2019-2022 Divisi HPPS Divisi HPPS 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
wwﬁmmw;g Daya Manusia dan Organisasi | i SDM dan Organisasi Divisi SDM dan Organisasi 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
SOP dan Pedoman Divis PHL Divis PHL 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
Laporan Pelayanan Informasi Divis PHL Divis PHL 2022 v v Sesuai dengan Retensi Arsip
1 |Putusan Penyelesaian Sengketa Divisi HPPS Divisi HPPS Menyesuaikan | v v Sesual dengan Retensi Arsip
2 |Putusan Sidang Penanganan Pelanggaran Divisi HPPS Divisi HPPS Menyesuaikan | Sesuai dengan Retensi Arsip
3 |Indeks Kerawanan Pemilu Divisi PHL Divisi PHL Menyesuaikan | v Sesuai dengan Retens| Arsip
4 |Laporan Hasil Pengawasan Divisi PHL Divisi PHL Menyesuaikan | Sesuai dengan Retensi Arsip

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabuapten Lima Puluh Kota
7 Ketua




